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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian 

Bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Konsep Child Grooming di Indonesia bukan merupakan tindak pidana 

karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didasarkan 

pada ketentuan hukum pidana Indonesia. Pengertian tindak pidana yang 

termaktub dalam KUHP 2023 mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut 

dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat diartikan 

bahwa unsur ini berkaitan dengan asas legalitas yang mensyaratkan 

bahwa tindak pidana harus didahului dengan perumusan larangan 

perbuatan tertentu dalam aturan hukum. Sehingga, konsep Child 

Grooming bukan merupakan tindak pidana, karena status quo saat ini 

tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengakomodir konsep 

Child Grooming di dalamnya. Dengan sendirinya, seseorang yang 

melakukan grooming terhadap anak tidak dapat 

dipertanggungjawabkan dan dipidana atas perbuatan yang merugikan 

anak tersebut, kecuali perbuatan itu sudah ditetapkan sebagai tindak 

pidana dan secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Walaupun child grooming dipandang sebagai perbuatan yang 

merugikan masyarakat dikarenakan child grooming merupakan langkah 

awal pelaku melakukan pelecehan seksual dengan cara membangun 

pendekatan dengan anak, lalu mempengaruhi anak, dengan tujuan 

mempersiapkan anak melakukan aktivitas seksual, akan tetapi hal itu 

haruslah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan 

dan syarat-syarat tindak pidana lainnya harus terpenuhi agar pelaku 

dapat dikenakan pidana. Selanjutnya, dengan adanya pengaturan 

mengenai konsep Child Grooming sebagai upaya preventif dalam 
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rangka memberantas kejahatan seksual terhadap anak dirasa perlu dapat 

menghindari terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. 

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sejatinya telah mengatur 

kejahatan seksual, seperti halnya dalam KUHPidana, UU No. 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas UU No, 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun dirasa tidak cukup untuk 

menekan laju kejahatan seksual terhadap anak yang terus meningkat. 

Mengingat fakta bahwa data kekerasan seksual terhadap anak semakin 

meningkat dan memperhatikan dampak-dampak yang terjadi pada anak 

akibat kekerasan seksual yang menimpa dirinya, baik itu dari aspek fisik 

maupun psikis, maka sudah seharusnya dibutuhkan kebijakan yang 

mengatur child grooming dijadikan sebagai prioritas. Upaya pengaturan 

kebijakan ini memungkinkan perjuangan untuk melawan kejahatan 

seksual terhadap anak sebagai upaya untuk menentang tindakan yang 

bertentangan dengan nilai-nilai moral masyarakat. Terlebih kekerasan 

seksual anak merupakan musuh bersama karena merupakan kejahatan 

luar biasa, dimana pihak yang dirugikan adalah anak sebagai generasi 

penerus bangsa yang sudah sepatutnya negara memberikan 

perlindungan dari adanya ancaman bahaya; 

2. Perlindungan hukum akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak 

asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk 

sosial, di dalam suatu negara kesatuan yang menjunjung tinggi 

semangat kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. 

Pengembangan hukum terhadap perlindungan anak sebagai korban 

kejahatan seksual dituntut harus mengedepankan kepentingan anak 

sebagai korban dan harus mengupayakan agar peristiwa tersebut terjadi. 

Kepentingan anak sebagai rakyat harus menjadi titik orientasi dan 
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tujuan kehadiran hukum. Dalam rangka memberikan perlindungan 

hukum terhadap anak khususnya pelecehan seksual, penulis 

memandang kriminalisasi child grooming sebagai perbuatan persiapan 

pelecehan seksual terhadap anak diperlukan. Dalam KUHP 2023, secara 

eksplisit dalam pasal 40 ditegaskan bahwa tindak pidana adalah 

termasuk juga persiapan. Dengan kata lain, kriminalisasi child 

grooming sebagai perbuatan persiapan pelecehan seksual terhadap anak 

yang dipandang melanggar kesusilaan, dapat dinilai sebagai upaya 

negara untuk memelihara moralitas dan melindungi kesejahteraan anak 

di masa mendatang. Pertimbangan mengkriminalisasi konsep child 

grooming sebagai perbuatan persiapan dilandasi atas pengaturan 

persiapan dalam pasal 15 KUHP baru, yang dapat diartikan KUHP 

tersebut mengamini bahwa perbuatan persiapan merupakan salah satu 

tindak pidana dan perbuatan persiapan pelaksanaan dari niat dengan 

perencanaan atau berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana 

dan/atau menyusun perencanaan tindakan yang dengan maksud untuk 

menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan yang secara langsung 

ditujukkan bagi penyelesaian Tindak Pidana. Pada pasal yang sama, 

diisyaratkan bahwa persiapan melakukan tindak pidana dapat dipidana 

apabila telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan kata lain ketika 

mengkriminalisasi child grooming sebagai perbuatan persiapan tindak 

pidana pelecehan seksual perlu diatur terlebih dahulu di dalam suatu 

Undang-undang, dalam hal ini yakni UU No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas UU No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Dalam konsep child grooming, pelaku diartikan memiliki niat, dengan 

maksud untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak dan/atau 

merencanakan agar pelecehan seksual itu terjadi dikemudian hari, 

dengan melalui 5 (lima) tahap proses terjadinya grooming yang 

disampaikan O’Connell yakni pembembentukan pertemanan 

(friendship-forming stage), tahap pembentukan hubungan 
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(relationship-forming stage), tahap pertimbangan risiko (risk- 

assessment stage), tahap eksklusivitas (exclusivity stage) dan tahap 

pengenalan seksual (sexual stage). Pada tahap pembentukan 

pertemanan dan pembentukan hubungan antara pelaku dan anak, dapat 

terlihat sudah ada niat pelaku untuk melakukan pelecehan dengan 

mencari dan mengumpulkan informasi mengenai anak, mencari celah 

kerentanan yang ada pada anak, dan menggunakan informasi yang 

diraihnya dengan tujuan untuk menjadikan anak sebagai target yang 

akan dicapainya. Lalu, untuk tahap pertimbangan, pelaku akan 

mendeteksi dan menilai terkait percakapan antara pelaku dan korban 

selama proses pendekatan ini dinilai cukup aman atau tidak. Ketika 

sudah aman, pelaku akan melanjutkan proses selanjutnya yaitu tahap 

eksklusivitas. Tahapan ini menggambarkan bahwa pelaku akan 

membuat perasaan eksklusif kepada anak dengan memberikan 

kedekatan serta rasa nyaman hingga membuat pelaku dapat dengan 

lancar memasuki tahapan yang terakhir yakni tahap seksual. Setelah 

semua tahapan-tahapan berhasil dilakukan, pelaku akan melanjutkan 

tujuannya yakni melecehkan atau mengeksploitasi anak sebagai korban 

kejahatan seksual. Apabila hal tersebut dihentikan sejak awal dengan 

mengkriminalisasi child grooming, akan memungkinkan pelecehan 

seksual terhadap anak tidak akan terjadi di masa mendatang karena 

langkah awal pelaku yakni dengan cara membangun hubungan dapat 

dikatakan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, penulis melakukan 

perbandingan antara negara Amerika Serikat dengan Singapura yang 

mengatur child grooming di dalam peraturan perundang-undangannya. 

Hasilnya, pengaturan konsep child grooming yang dirasa sesuai untuk 

hukum pidana Indonesia adalah Singapura. Selain itu, kriminalisasi 

child grooming sebagai perbuatan persiapan dimungkinkan karena 

sudah memenuhi kriteria kriminalisasi yakni anak sebagai korban 

pelecehan seksual telah menimbulkan keresahan dalam kehidupan 
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bermasyarakat, dengan mengkriminalisasi tidak menjadi hal yang 

menimbulkan over-kriminalisasi karena perbuatan tersebut menurut 

moral masyarakat dikatakan sangat buruk, dan child grooming itu 

sendiri mengandung unsur sobsialitet atau dapat membahayakan anak-

anak karena niat pelaku untuk melakukan pelecehan seksual terhadap 

anak sudah terlihat dari dimulainya pendekatan untuk membangun 

hubungan dengan anak yang difasilitasi internet.  

 

5.2. Saran 

 Adapun saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, yaitu: 

1. Dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi untuk melindungi anak 

dari segala bentuk eksploitasi seksual, penulis berpendapat bahwa 

diperlukan suatu ketentuan hukum yang dapat melindungi anak dari 

bahaya kejahatan seksual, yaitu kriminalisasi child grooming sebagai 

perbuatan persiapan tindak pidana pelecehan seksual agar termasuk 

sebagai persiapan melakukan tindak pidana menurut KUHP baru. Akan 

tetapi syarat agar persiapan melakukan tindak pidana dapat dipidana 

harus ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang. Maka dari itu, 

perlu merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak dengan menambah ketentuan child grooming yang 

telah di uraikan dalam bab sebelumnya. Dengan adanya kriminalisasi 

ini sebagai upaya preventif, akan menjamin perlindungan dan 

memberikan kepastian hukum. Selain itu, akan menjadi lebih jelas 

unsur-unsur yang dimaksud child grooming, sehingga sebaiknya 

Indonesia merumuskan child grooming sebagai berikut; usia korban 

dibawah 16 tahun karena keadaan psikis anak dibawah 16 tahun labil, 

adanya krisis identitas karena merasa dirinya tidak disayang oleh orang 
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tua, sehingga mencari orang lain yang seolah-olah lebih memahami 

dirinya dari orang tua; pelaku berusia 21 tahun keatas; dan pelaku 

melakukan hubungan komunikasi dengan anak sebanyak 2 (dua) kali 

atau lebih melalui perangkat media sosial maupun media lainnya, 

sengaja mengatur pertemuan pribadi dengan anak. 

2. Selain upaya pembentukkan regulasi, penulis juga berpendapat bahwa 

nantinya kehadiran regulasi yang mengkriminalisasi child grooming, 

pelaksanaan peran ideal yang konsisten dari aparat penegak hukum 

yakni dari Penyidik, Penuntut Umum, dan Majelis Hakim sangat 

diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak. Aparat 

penegak hukum harus mengedepankan pertimbangan perlindungan hak-

hak korban. Mengingat bahwa hukum pidana yang berlaku saat ini 

dirasa belum memadai untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual 

karena pelaku lebih mengarah pada melihat akibat dari tindak pidana 

pelecehan seksual terhadap anak, maka pelaku dapat dikenakan pidana. 

Dari aspek karakteristiknya, penulis memandang harus ada perubahan 

cara pandang terhadap kejahatan seksual, karena kejahatan itu terjadi 

bukan karena aspek seksualitasnya saja, akan tetapi juga karena adanya 

relasi kuasa yang timpang antara pelaku yang sudah dewasa (diatas 21 

tahun) dan korban (anak dibawah 16 tahun). Selanjutnya, tidak cukup 

peraturan itu saja dalam mengawal perubahan perspektif dalam 

penanganan kejahatan seksual anak. Penting dikonstruksi produk-

produk hukum lainnya yang lebih berspektif perlindungan terhadap 

anak yakni dengan kriminalisasi child grooming sebagai perbuatan 

persiapan tindak pidana pelecehan seksual.
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016  

 

D. INTERNET 

https://www.voaindonesia.com/author/andylala-waluyo/-__po, Andy lala 

Waluyo, Presiden Jokowi: Kekerasan Seksual terhadap Anak Masuk 

Daftar Kejahatan Luar Biasa, diakses Senin, 20 Desember 2021 

https://apple.co/3hXWJ0Lhttps://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/1503

4051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-

sepanjang-2021, Dani Prabowo, “Kementerian PPPA: 11.952 Kasus 

Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya 



 

 

Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021”, diakses pada 17 

Oktober 2022, pukul 14.00 WIB.  

www.elsam.or.id, Deklarasi PBB berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 

No 58/104 yang dikeluarkan pada 20 Desember 1993, diakses pada 18 

April 2022, pukul 20.11 WIB. 

https://mediaindonesia.com/humaniora/398511/survei-87-anak-indonesia-

main-medsos-sebelum-13-tahun, Ihfa Firdausya, “Survei: 87% Anak 

Indonesia Main Medsos sebelum 13 Tahun”, diakses pada 24 April 

2022, pukul 18.27 WIB. 

https://bankdata.kpai.go.id/files/2021/02/Hasil-Survei-KPAI-2020-

Pemenuhan-dan-Perlidunga-di-Masa-Covid-19.pdf, Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), “Hasil Survei Pemenuhan Hak 

dan Perlindungan Anak Pada Masa Pandemi COVID-19”, diakses pada 

1 Mei 2022, pukul 11.00 WIB. 

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-

anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all, 

Kompas, “KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual 

Sepanjang Januari 2022”, diakses pada tanggal 17 April 2022, pukul 

13.31 WIB. 

United States Court of Appeals For the First Circuit, United States of America, 

Appellee,v. Carey Gonyer, Defendant, Appellant. 
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